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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR & TAHUN 2002
TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PRAKTEK FARMASIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

184/Men.Kes /Per/Il/1995 tentang Penyempumaan Masa Bakti Izin
Kerja Apoteker dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Perintah
Kota Palembang dibindang kesehatan, periu dilakukan pembinaan
terhadap Farmasis ;

b.buhwntdnduwdumnhwufudhﬂsmlwdappﬂnbkmn
tersebut periu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar
jasa pelayanan yang diberikan ;

c.wmummmmmmmmmm
danganPamrmnDamhl(ouPlhmbang.

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1858 tentang Pembentukan Daerah
MI]&KMadIWS&mMmNmRI
Tahun 1858 Nomer 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1813),

2.Un&m—mdmgNom23Tahm1992mngKuduhn
(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3495),

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Refribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1897 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ssbagaimana telah
dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Nmemmzée.Tmmnm
Nomor 4048),

4.Undang-undang Nomor 8 -Tahun 1968 ftentang Perfindungan
Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1899 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3821).

S.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839).

6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembatan Negara Nomor 3837),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952).

8.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4138),



9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan  Perundang-undangan Dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden.

10.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

11.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur
Organisasi Dinas Daerah.

12, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang
Nomor 5 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi
Praktek Farmasis,

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN

. PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PRAKTEK FARMASIS.

BAB|
KENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat

Daerah Otonom yang lain sebagal Badan Eksekutif Daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.

Farmasis adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan tinggi

kefarmasian di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh

Pemerintah Republik Indonesia dan telah mengucapkan sumpah

Farmasls,

9. Surat Penugesan (SP) adalah surat yang memberikan oleh
Kesehatan atau Sertifikat Registrasi Konsll Farmasl.
10.Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) adalah surat izin yang diberikan
oleh Kepala Daerah melalul Dinas Kesehatan kepada Farmasis
untuk melaksanakan praktek pengabdian profesi.

11. Masa Bakti adaleh masa pengabdian profesi Farmasis dalam
mﬂmmmdimdﬁmmm
sarana pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.

12, Program Kesehatan adalah suatu keglatan pembangunan

kesehatan yang bersifat menyeluruh, meliputi penggunaan berbagai

sumber yang terintegrasl dilaksankan secara berkesinambungan
dengan penjadualan waktu yang jelas guna mencapai tujuan.

PNk N
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Apotek adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasl kepada masyarakat.
Retribusi Praktek Farmasis yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
biaya yang dipungut atas pemberian izin praktek Farmasis.

Wajib Retribusi adalah orang pribadl yang menurut peraturan
perundang-undangan refribusi  diwajibkan untuk  melakukan
pembayaran retribusl.

Masa Refribusi adalah suatu jangka wakiu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus
retribusi,

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi
untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran refribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan retribus! Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarmnya jumlah
retribusi yang terhutang,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tembahan untuk
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Refribusi Daerah Leblh Bayar untuk selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
keleblhan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang,

Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
adminlistrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi,

Pemeriksaan adalah serangkalan keglatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retrubusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawal Negeri
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidlkk untuk mencar serta
mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan praktek Farmasis dimaksudkan agar keberadaan Farmasis
dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang pelayanan dan
pembangunan kesehatan dalam Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini,i
adalah sebagal upaya pengaturan pemanfaatan Farmasis.



BAB Il
MASA BAKTI
Pasal 4

Farmasis yang wajib melaksanakan masa bakti adalah Farmasis yang baru
menyelesaikan pendidikan dan telah selosal melaksanakan masa bakii
selama 3 (tiga) tahun.

BAB IV
PENGEMBANGAN KARIER
Pasal 6

(1) Terhadap Farmasis yang berstatus Pegawal Negeri Sipil (PNS), setelah
masa baktinya dan memenuhi persyaratan yang

(2) Bagi Farmasis yang berkerja pada sarana kesehatan swasta dan telah

BABY
PERIZINAN
Pasal 6

(1) Farmasis yang bekerja pada sarana kesehatan milik swasta wajib
memiliki Surat lzin Praktek Farmasis (SIPF) dari Kepela Daersh
melalui Dinas Kesehatan.

Unituk Surat zin Praktek Farmasis (SIPF) sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal inl, Pemohon harus melengkapl persyamtan
sebagal berikut :

a. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
b. WmeaKWMmm
masa

Melampirkan Surat Penugasan dari Departemen Kesehatan atau
Sertifikat Registras Konsil Farmasi.
d. Melampirkan Rekomendasi dari Badan Pengurus Daerah Ikatan
Sarjana Farmas! Indonesia (BPD-ISFI) Sumatera Selatan dan atau
Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Kota Palembang,
(3) Surat izin Praktek farmasis (SIPF) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru,

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

o

(1) Farmasis selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku dan kebijakan
yang ditstapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Farmasis selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan
pengetahuan profesinya.

Pasal 8

Farmasis dilarang :
a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik Farmasis.
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profesinya diluar tempat yang tercantum dalam Surat Izin
Praktek Farmasis (SIPF).
Menjalankan profesi dalam keadaan jasmanl dan rohanl terganggu.
Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi Farmasis.

Pasal 8
Kepala Daerah melalul Dinas Kesehatan dalam meiakukan pembinaan

kurangnya setiap tahun mengadakan pertemuan satu kali.

Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan dan atau organisasi profesi
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Ini, dapat memberikan
peringatan lisan atau tertulis kepada Farmasis yang melakukan

pelanggaran.
memma(m)mmmmnmm
menunjukan adanya perbaikan, dengan Berita Acara
Pemeriksaan, BPD-IFSI dapat mwmmsmh&i
Praltek Farmasis (SIPF) kepada Kepala Daerah melalul Dinas
Kesehatan,

Apabila teguran atau peringatan sacara tertulis sebagaimana dimaksud
ayat (3) pasal ini tidak diindahkan, Kepala Daerah melalul Dinas
Kesehatan bervienang mengambil tindakan sanks! berupa pencabutan
Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF).

Pasal 10

Klasifikasl sanksi administratif berupa pencabutan Surat Ikzin Praktek
Farmasis (SIPF) adalah sebagal berikut :

a.
b.

c.

8)

(€)

Q)

@
3)

Untuk pelanggaran ringan, pencabutan Surat [zin Praktek Farmasis
(SIPF) selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan.

Untuk pelanggaran sedang, pencabutan Surat [zin Praktek Farmasis
(SIPF) selama-lamanya 6 ( enam ) bulan,

Uniuk pelanggaran berat, pencabutan Surat Izin Prakiek Farmasis
(SIPF) selama-lamanya 1 ( tsatu ) tahun,

Pasal 11

Sebelum keputusan pencabutan Surat lzin Praktek Farmasis (SIPF)
ditetapkan, Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan terlebih dahulu
memperhatikan pertimbangan darl Majelis Pembinaan Etika Farmasis
Daerah (MPEFD) Sumatera Selatan dan atau Kota Palembang.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Inl, disampalkan
ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan,

Pasal 12

Keputusan pencabutan Surat [2in Praktek Farmasis (SIPF)
disampaikan kepada Fammasis yang bersangkutan dalam wakiu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima perﬂmbmmn
dari Majelis Pembinaan Etika Farmasis Daerah (MPEFD) Sumatera

Selatan dan atau Kota Palembang.
Kopulmansnbmimmdhmksudammpaaallm disebutikan
lamanya Jangka waktu pencabutan Surat [2in Praktek Farmasis (SIPF).
Apablla Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat
diterima, yang bersangkutan dapat melakukan keberatan kepada
Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas)
hari setelah Keputusan diterima.



Pasal 13

(1) Kepala Daersh melalul Dinas Kesehatan melaporkan setiap
pencabutan Surat I2in Praktek Farmasis (SIPF) kepada Menteri
Kesehatan dengan tembusannya ke Dinas Kesehatan Propinsi
Sumatera Selatan dan BPD Ikatan Sarjana Farmasl Indonesia
Sumatara Selatan dan atau Kota Palembang.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilampirl dengan
Berita Acara Pemeriksaan.

BAB VIl
KETENTUAN RETRIBUS!
Pasal 14

(1) l.;g.nk setiap pemberlan Surat [zin Praktek Farmasis (SIPF) dikenakan
busl.
(2) Besamya retribusl sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Inl, ditetapkan
sebesar Rp.100.000 - (seratus ribu ruplah),

BAB Vil
GOLONGAN RETRIBUSI

Pagal 16

Retribusi Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) digolongkan sebagai Retribusi
Jasa Umum.

BAB IX
TOLOK UKUR PENGUNAAN JASA
Pasal 16

Tingkat penggunean jasa diukur berdasarkan pelayanan, Jenis, golongan
dan jangka wakiu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 17

Prinsip dan sasaran datam panetapan struktur dan besamya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
sebagalmana keuntungan yang pantas diterima oleh penerima Surat Izin
Praktek Farmasls (SIPF) yang beroperasi secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 18

Struldur besarnya tarif retribus! terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud
Pasal 17 Persturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan tingkat jasa
diberikan,



Pasal 19

Penetapan retribusi Surat lzin Praktok Farmasis (SIPF) hanya dikenakan 1
(satu) kali setiap pemberian Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF).

BAB Xl
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 20

Retribusi yang terthutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan
fasilitas diberikan.

BAB Xl
MASA RETRIBUSI DAN'?M‘I';ETRIBUSI TERHUTANG
asal 21

Masa Refribusi Sirat Izin Praktek Farmasis (SIPF) adalah jangka waktu
yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah,

Pasal 22

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIvV
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 23

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD,
(2) SPJORD sebagalmana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisl dengan
jeba benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi

(SJBonmklsiwtammpmglﬂm dan penyampaian SPdORD
Mmdmmam(‘l)puallm ditetapkan oleh Kepala

BAB XV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 24

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan
Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD
atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang

BAB XVi
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 26

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen iain
yang dipersamakan.



BAB XVl
SANIKS| ADMINISTRASI
Pasal 26
(1) Dalam hal Wajib Retribusl tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2%
(dua persen) setlap bulan darl retribusi yang terhutang atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Pemegang Surat Izin Praktek Farmasis(SIPF) apabila melanggar Pasal
8 Peraturan Daerah Inl, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin
yang ada serta membekukan/melarang praktek Farmasis.

BAB XVili
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 27

(1) Pembayaran retribusl yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
(2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka walktu pemakaian,
pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhimya jangka wakiu

pemakaian,
(3) Retribus yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD eatau
(4) Tata cara pembayaren, m.mﬂmmum diatur

BAB XIX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 26

(1) Retribusl terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
diporsamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surst Keputusan Keberatan
yang menyebabkan jumiah raiﬂbua!yangmdlhaysbmbah
yoang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih
melalul Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN),

(2) Penagihan retribusi melalul BUPLN dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang beriaku.

BAB XX
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 29

(1) Wajib Relribusl dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

an, SKRDKBT dan SKRDLB,

(2) Keberatan diajukan secara fertulis dalam bahasa Indonesla dengan
disartal alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalar hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib
Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membukiikan ketidak benaran
ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua)
bulan sejak SKRD atau dokumen lain yeng dipersamakan, SKRDKBT
dan SKROLB diterbitikan, kecunﬂapabh\nmﬂbﬂmmm

mmmwmwmmmmtmmwm
keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Kebersatan yang tidek memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
ayat (2) dan ayal (3) pasai ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan,

tickak

sehingga dipertimbangikan.
(6) Pengajusn keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi
dan pelalsanaan penagihan retribusi.
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Pasal 30

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas

keberatan yang diajukan.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebaglan, menolak, atau menambsh besamya retribusi

yang terhutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inl, telah
keputusan

BAB XXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 31

Atas kelebihan pembayaran relibusl, Walib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pangembalian kepada Kapala Daerah.
Kepahhmhdahmhnﬁuwﬂ@&{m)buhnuhkd&em
permohonan keleblhan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.

Apablia jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal inl, telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan panoembalhn kelebihan retribusi dianggap dikabulkan
MSKRDLB diterbitkan dalam Jangka waktu paling lama 1 (satu)

MhWnﬂmeMmmWhmMMhmmmw
pembayaran retribusi sebagalmana dimaksud ayat (1) pasal inl,
Iangmmgdparhlhmghanunh:knnlwmimmmm

Pmmbaﬂm&dobﬂwp«nhyumnmmmﬂmm
ayat (1) pasal inl, dilakukan delam jangka waktu paling lama 2 (dua )
bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB,

Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakulan setelah lewat
Jangka walktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan refribusi tersebut.

Pasal 32

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribus! diajukan
secara fertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan:

a. nama dan alamat wajib retribusi

b. masa retribusi

c. besamya kelebihan pembayaran

d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian keleblhan pembayaran retribusi di-
sampalkan langsung atau melalui pos tercatat.

Bukli penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti p-angiﬂmn
tercatat merupakan bukti saat permchonan diterima I(qnla
Deerah.

Pasal 33

Pengembalian kelebihan retribusi ditakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
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Apnbl‘hkdebhm pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) Peratuun

Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara

wlﬂipenﬂndwbuhnnhuubwlulmsabnwhﬂdipemhnynmn

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi,

Pemberlan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusl
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan mempeihatikan
kemampuan Wajib Retribusl.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan olsh Kepala Daerah.

BAB XXl
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 36

Hak untuk melakuken penagihan retribusi, kadaluarsa setelah
mlmmsm)hhmmmmt
terhutangnya retribusi, kecuall apabila melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.
Mdmmmmmmmmm
ini tertangguh apabila

a dﬂmb!hnnyamﬂmmm

b. nda pengakuan hutang retribusi darl Wajib Refribusi balk langsung

maupun tidak langsung.

BAB XXV
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUS|

Pasal 36

Pembayaren refribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus
Penarima Dinas Kesehatan, atau petugas yang ditunjuk.
Selambat-lambatnya 1 X 24 jam sesudah penerimaan semua hasll
pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui
Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank
Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

Pstangganan atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana

kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp- 5.@-@.' mm "'w‘)'



11

(2) Wajb retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam) bulan
atau denda paling banyak 4 (empaf) kali jumiah retribusi terutang.

(3) Tindak pldana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal inl
adalah pelanggaran.

BAB XXVi
PENYIDIKAN
Pasal 38

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik findak pidana,
sebagaimana

perundang-undangan yang X
(2) Dalam meleksanakan tuges penyidikan, Penyidik Pegawal Negeri Sipil
(PPNS)MWM“}MNW
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;
b. melakukan findakan pertama pada saat fu di tempat kejacian dan melakukan
pemerksaan;

mmwmwdmmmmm
melakukan penyitaan benda ateu surat;

mengambil sidik jarl dan memotret seseorang

memnnggilorlng untuk d'idenqardan dipuﬂcsa sebagai tersangka
atau saksi

rnuthnﬂmm ahli yang diperdulan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup buldi atau peristiwa tersebut bukan
merupakaan findak pidana dan selanjuinya melalul penyidik
memberitahulan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya,

i. mengadakan findakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

BAB XXVil
KETENTUAN PERALIHAN

o

~00

F g

Pasal 39

Dalam jangka wakiu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah inl,

Farmasls yang sudah ada harmus mengadakan penyesualan dengan
Peraturan Daerah ini.

BAB XXVilI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang
berteritangan dengan Peraturan Dasersh ini, dinyatakan tidak berlaku .
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Pasal 41
(1) Dinas Kesehatan sebagal Instansl teknis pelaksana Peraturan Daerah
Ini.

(2) Dinas Pendapatan Daecrah Kota Palembang merupakan Koordinator
pungutan Retribusl Daerah.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan inl, sepanjang mengenal
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 42
Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar supaya seliap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah inl dengan penempatannya dalam
Lembaran Dasrah Kota Palembang.

Ditetapken di Palembang
pada tanggal /¢ Januarl 2002.

Diundangkan di Palembang
padstanggal [7- =/ = 2002 WALIKOTA PALEMBANG

BEKRETANIS DAERAH KOTA PALEMEANE

Hajjah ;nrmnﬁf"—'_-- ‘%%ﬂ ’ {

LEMNARAN BAERAH KETA PALEMEANG TAHUN 2002 Nouen //
H HUSNI



